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KOMISI  PEMILIHAN  UMUM 
KABUPATEN BOJONEGORO 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 5 TAHUN 2025 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 
 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik dan mewujudkan 

pelayanan yang prima, perlu dilaksanakan Pemantauan 

dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

secara mandiri; 

b. bahwa untuk melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara mandiri 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk 

Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bojonegoro tentang Standar Pelayanan Publik di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Bojonegoro; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 

  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6832); 

  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 
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Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023Nomor 377); 

  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-

Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BOJONEGORO TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

BOJONEGORO. 

KESATU :  Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

      Ditetapkan di Bojonegoro 

      Pada tanggal, 3 Januari 2025 
          

KETUA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOJONEGORO 
 

ttd. 
 

ROBBY ADI PERWIRA 

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
 
 
 
Wahyu Zirwan Astari 



 

LAMPIRAN I 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 3 TAHUN 2025 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

DI LINGKUNGAN  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO





























































































































































 

PENGESAHAN 

 

1. Standar Pelayanan Publik ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian 

sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;   

2. Standar Pelayanan Publik ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara 

rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;  

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan 

selama pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ini; 

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai 

dilaksanakan;  

5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan 

mengakibatkan Standar Pelayanan Punlik ini batal seluruhnya;  

Standar Pelayanan Publik ini berlaku pada saat ditanda tangani. 

 

      Ditetapkan di Bojonegoro 

      Pada tanggal, 3 Januari 2025 
          

KETUA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

ROBBY ADI PERWIRA 

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
 
 
 
Wahyu Zirwan Astari 



 

LAMPIRAN II 
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 3 TAHUN 2025 
TENTANG 
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI 
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

DI LINGKUNGAN 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO













































































































 

PENGESAHAN 

 

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dilaksanakan setiap 

bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;   

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dapat dilakukan review atau 

evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;  

3. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan 

selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini; 

4. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai 

dilaksanakan;  

5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan 

mengakibatkan Standar Operasiona Prosedur (SOP) ini batal seluruhnya;  

Standar Operasiona Prosedur (SOP) ini berlaku pada saat ditanda tangani. 

 

      Ditetapkan di Bojonegoro 

      Pada tanggal, 3 Januari 2025 
          

KETUA 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

ROBBY ADI PERWIRA 

 

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum  
 
 
 
Wahyu Zirwan Astari 
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